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NOMOR $99/MENKES/PER/XI/2009

TENTANG

ENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN
RANGKA JAMINAN KESEHATAN BAGI MENTERI DAN

PEJABAT TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

: bahwa sebaga| pelaksanaan Peraturan Pr¢siden No. 10 Tahun
2009 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesfphatan Bagi Menteri
dan Pejabat Tgrtentu perlu mengatur pelgksanaan pemberian

hatan bagi Menteri dan Pejpbat tertentu dengan

. 1. Undang-Unflang Nomor 29 Tahun 2904 tentang Praktik

Kedokteran| (Lembaran Negara Tahurj 2004 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4481);

. Undang-ungang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran |[Negara Tahun 2009 Nomjor 114, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5063:

. Undang-Unflang Nomor 44 Tahun 209 tentang Rumah

Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan {embaran Negara Nomor 5({72)

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tghun 1996 tentang

Tenaga Kegehatan (Lembaran NegaralTahun 1996 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Nomof 3637);

. Peraturan Aresiden Nomor 10 Tahun 209 tentang Jaminan

Pemeliharagn Kesehatan Menteri dan Pgjabat Tertentu.

. Peraturan [Menteri Keuangan Nomof 115/PMK.02/2009

tentang Pdlaksanaan Jaminan Pemgliharaan Kesehatan
Menteri Darj Pejabat Tertentu.

. Keputusan | Menteri Kesehatan Nomdr 1333/Menkes/SK/

XI1I/1999 terjtang Standar Pelayanan Runah Sakit;
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Peraturan Menteri ini mulai berlgku pada tanggal ditetapkan,
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopgmber 2009

ﬁMenteri Kesehatan,
<

A UGwma

dr. Epdang Rahayu Sedyaningsgh, MPH, DR.PH
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